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ABSTRAK

Penelitian tentang ketidakterwakilan perempuandi Dewam Perwakilan Rakyat
Daerah KabupatermKayong Utara hasil pemilu legidatif 2009 bertujuan untuk
menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakterwakilan perempuarr.Hasil
penélitian ini  menunjukkan bahwa ada tiga faktor yang. menyebabkan
ketidakterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Klayong Utara hasil pemilu legistatif 2009:yaitu pertama faktor politik.yang terdiri
dari faktor-kelembagaan dan politik uang, kedua faktor struktural yang terdiri dari
faktor pribadi, faktor sosio-kultural dan faktor ekonomi serta yang terakhir faktor
lain-lain=yang terdiri dari faktor ‘Undang-undang/peraturan, faktor pemenuhan
kuata dan faktor kualitas sumber dayamanusia perempuan.

Katakata Kunci: Ketidakterwakilan Perempuan, Parlemen, Pemilu Legidlatif!

Sri Mudrikah, NIM. E02111010
Program Studi lImu Politik FISIP UNTAN



Aspirasi, Jurnal S-1 limu Politik Volume 3 Nomor 1 Edisi Maret 2015
http://jurmafis.untan.ac.id

ABSTRACT

This research is about the lack of women's representation in the Assembly at
Regional North Kayong based on the final results of legislative electionsin 20009.
This study aims to explain the factors that caused the lack of women's
representation. The results showed that there were three factors that led to the
lack of women's representation in the Assembly at Regional North Kayong based
on the final results of legislative electionsin 2009. The first is political factor that
consists of the institutional and money. politic factors, the second is structural
factor which consisting of persomal factors, "sacio-culturalfactors and economic
factorsas well asthe last onefis another factor that censists of laws or regulations
factors, quota acquirement factors and factors of quality wemenresource.

Keywords. The Ia::k of representation of women, Parliament, The legislative
elections.
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A.PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya perempuan
memiliki potensi atau berpotens
untuk berpartisipasi dan mempunyai
potens sebagai penguasa atau
pemegang kekuasaan (pemimpin).
Akan tetapi pada realitanya
perempuan belum dapat menembus
benteng kepemimpinan tersebut.
Tidak  banyak _ dari

perempuan yang *terjun ke kancah

kalangan

perpolitikanyang berhasil menduduki
posis tertinggi, hanya beberapa
perempuan sgja yang  dapat
mendudukinya  contohnya  sgja
mantan Presiden RI ke-5 Megawati
Soekarno  Putri. Beliau adaah
perempuan pertama di Indonesia

yang menjabat sebagai Presiden.

Dengan melihat masih- relatif
sedikitnya
keterwakilan perempuan bak di
bidang eksekutif, legislatif;
maupunyudikatif perempuan perlu

partisipas maupun

berjuang lebihkeras untuk dapat
meningkatkan jumlah keterwakilan
perempuan. Upaya untuk mendorong
keterwakilan  perempuan  dalam

politik pada pemilu 2009 terus
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disuarakan.Secara khusus perjuangan
yang ditempuh adaah mealui
kebijakan affirmative action yaitu
dengan pencantuman kuota untuk
perempuan di  daam Undang-
Undang terkait, yaitu UU Parta
Politik dan Pemilihan  Umum.
kebijakan
affirmative=.action dalam pemilu
2009 tersebut maka dikelurkannya
UU No 2 Tahun 2008 tentang Partal
Politik dan UU Ne 10 Tahun 2008

tentang Pemilu.Tentt dengan adanya

Sebagai  hasil  dari

syarat ini semakin terbuka |ebar
kesempatan kaum perempuan untuk
berkiprah dalam kehidupan politik.

Walaupundengan UU No 2
tahun 2008 dan UU No 10 Tahun
2008 telah mensyaratkan 30 %
keterwakilan  perempuan & dalam
partai polittk dan pemilu dalam
redlitanya, hampir di  seluruh
Indonesia baik keterwakilan
Perempuan...di="Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) provins
kota/kabupaten
jumlah perempuan yang duduk di
legidlatif
%.Fenomenaketi dakterwakil aperemp
uan di DPRD juga terjadi di

maupun  DPRD

belum mencapa 30
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Kabupaten Kayong Utara,sebagai
sdah satu Kabupaten yang ada di
Provinsi Kaimantan Barat.
Berdasarkan data yang diperoleh dari
KPU Kayong Utara menunjukkan
bahwa pada pileg tahun 2009
keterwakilan perempuan di DPRD
Kayong Utara periode 2009-2014
tidak ada atau 0 %.
2.Perumusan M asalah

Faktorapa sgja yang
“Ketidakterwakilan
perempuan di Dewan Perwakilan
Rakyat Dagrah Kabupaten Kayong

Utara hasil pemilu legidlatif 2009?

menyehabkan

3.Tujuan Pendlitian

Adapun tujuan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1). Untuk mengetahui hambatan
politikmenyebabkan
ketidakterwakilan perempuan di
Dewan Perwakilan Rakyat—Daerah
Kabupaten “Kayong +Utaral hasil
pemilu legidlatif20009.

2). Untuk mengetahui hambatan
structural menyebabkan
ketidakterwakilan  perempuan di
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kayong Utara hasil
pemilu legiglatif 20009.
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4. Manfaat Penelitian
1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya
penelitian ini, dapat memberikan
manfaat terhadap perkembangan
ilmu bak ilmu politik pada
umumnya maupun ilmu sosia
[annya.
2. Manfaat*Paraktis

Dengan adanya penelitian ini,
diharapkan & dapat ““memberikan
manfaat dengan penerapanteori di
kehidupan nyata baik oleh peneliti,
pemerintah  maupun+" masyarakat
umum. Dapat memberi pemahaman
dan pengetahuan bagi siapa saja yang
membaca penelitian ini, serta dapat
memberi manfaat bagi DPRD
Kabupaten Kayong Utara untuk
dapat meningkatkan jumlah
keterwakilan perempuan agar dapat
memenuhi-kuota 30% perempuan di
DPRD.

5. Tinjauan Pustaka
1).TeoriKeterwakilan

Representasi berasal dari kata
to represent (mewakili). Pitkin
(dalam Susilastuti, 2013:9)
mendefinisikan mewakili (to

represent) sebagal aktivitas yang
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membuat perspektif, pendapat dan
suara warga negara hadir atau
muncul dalam proses pembuatan
kebijakan  publik.  Keterwakilan
selau berkaitan dengan persoalan
Sistem Pemilihan Umum yang
merupakan alat bagi terciptanya
keterwakilan politik. Menurut Pitkin
yang dikutip dalam buktnya Sanit,
Keterwakilan politik adalah
terwakilinya+" kepentingan anggota
masyarakat oleh,wakil-wakil mereka
di ;dalam lembaga-lembaga dan
(Basyar,
2009:192).Menurut Pitkin ada empat
pandangan yang berbeda mengenai
keterwakilan (Soeseno, 2014:115).

proses politik

1.Keterwakilan formal

Keterwakilan formal
merupakan  keterwakilan  yang
terbentuk’, sebagai hasilpengaturan-
pengaturan

dilakukan sebelum keterwakilan ada.

Institusienal yang

2.Keterwakilan Simbolis
Keterwakilan simbolis adalah
pandangan tentang cara-cara seorang
wakilmengatasnamakankonstituenny
a Seorang wakil menjadisimbol
yang merepresentasikan atau

menghadirkan sesuatu yang
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sesungguhnyatidak ada (tidak hadir),
misalnya bendera atau rga yang
merepresentasikan bangsa.
3.Keterwakilan Deskriptif
Keterwakilan deskriptif adalah
sebuah bentuk keterwakilan yang
berdasarkan pada persamaan atau
Kemiripan antara wakil dan yang
diwakili (kenstituen/pemilih). Dalam
representas N maka  wakil
menghadirkan sesuatu™yang absen
dengan mengangkat kemiripan atau
mencerminkan kesamaan, dan dalam
bertindak ia mengatasnamakan yang
diwakilinya.
4.K eterwakilan Substantif
Keterwakilan substantif
merupakan konsep  keterwakilan
yang menunjukkan bahwa kegiatan
yang dilakukan oleh seorang wakil
adalah untuk kepentingan yang
diwakilinya. Representasi ini bukan
sekedar more and less tetapi
bagaimana kepentingan substantif
perempuan terrepresentasi secara
baik.
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2). Hambatan Calon LegidatiF
Perempuan dalam Merebut Akses
Politik Menuju Kursi DPRD

Menurut Pambudi (2012:13-
19) ada dua hambatan calon legidlatif
perempuan dalam merebut akses
polittk  menuju  kurs  DPRD.
Hambatan tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Hambatan Politik

Berikut ini adalah beberapa
hambatan politik yang diaami
perempuan yang terjun ke dunia
politik adalah 1).Hambatan
Kelembagaan / Ingtitus Politik,
beberapa hambatan politik yang
dialami perempuan daam partai
politik:Elit Partai Politik (Parpol),
Penetapan Nomor Urut dan Daerah
Pemilihan, Pendidikan Politik dan
kebocoran suara pada pemilu. 2)
Money Politic/Politik Uang.
2.Hambatan Struktural

Hambatan struktural-.iniadalah
hambatan pribadi dan psikologi,
hambatan sosio-kultural dan

hambatan ekonomi.
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B.METODE PENELITIAN
Metode penelitian  yang
digunakan dalam penelitian ini
adalah metode kualitatif dalam
bentuk analisis deskriptif. Sedangkan
subjek penelitian ini adalah:
1. Anggota DPRD laki-laki 5 orang.
27Caon Legidatif perempuan yang
mengikuti. pemilu tahun 2009, 13
orang.
3. KPU 'dan' Panwaslu., Kabupaten
Kayong Utara 2 prang.
4. Partai politik (7 partai politik):
Penelitian  ini ~menggunakan
dua macam teknik pengumpulan data
yaitu wawancara terhadap subjek
penelitian yang telah ditentukan
kemudian dilengkapi dengan studi
dokumentas untuk mendapatkan
data _penunjang dalam penelitian
seperti data DCT yang dii peroleh
dari KPU Kabupaten kayong Utara.

C.PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang
M enyebabkanK etidakterwakilan
Perempuan di DPRD Kabupaten
KayongUtara Hasil Pemilu Legidatif
2009 ada 3 faktor yaitu:



Aspirasi, Jurnal S-1 limu Politik Volume 3 Nomor 1 Edisi Maret 2015

1.Faktor Politik
1).Faktor
Politik
Adapun faktor politik yang

Kelembagaan/Institus

didami perempuan daam partai
politik adalah:

a.Elit Partai Politik

Elit partai politik mempunyai
pengaruh yang besar-di dalam partai
politik. Merekaldah yang. ménentukan
segala kebijakan partai politik baik
yang ‘menyangkut agenda partai
palitik maupun kebijakan dalam
pemilihanegidatif yang akan diikuti
oleh partai politik tersebut. Akan
tetapi, dengan segala pengaruh dan
kekuasaan para €it partai politik
seperti ketua partai politik membuat
para "€lit parta politik tersebut
berbuat!, tidak adil terhadap kader

maupun Caleg perempuan.

b.Penempatan. Nomor  Urd “dan
Daerah Pemilihan

Namunnomor urut awal dalam
hal ini nomor urut 1-3 di pemilu
legidatif 2004 masih berpeluang
besar memenangkan pemilu. Begitu
juga pemilu legidatif tahun 2009 ini,
d Kayong Utara cadeg yang
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memenangkan  pemilu  legidlatif
sebagan besar berada di nomor urut
awa yaitu nomor urut 1-3. Dimana
hampir semua partai  politik
mengatakan bahwa nomor urut 1 dan
2 sudah pasti diduduki oleh ketua
dan sekertaris, sehingga perempuan
hanya bisa menempati paling awal
nomor urut.3 yang memang kader
partai, politik “dan mempunyai
loyalitas yang tinggi terhadap partai
politik. UU No 10 Tahum 2008
sebenarnya sudah™ mensyaratkan
untuk' 3 orang bakal calon legidatif
harus ada 1 caleg perempuan, namun
kenyataanya menunjukkan bahwa hal
itu tidak terlaksana.Sebagian besar
caeg perempuan yang mengikuti
pemilu legidatif tahun 2009
menempati nomor urut buncit yaitu

menempati nomor urut 4 ke atas.

Penempatan daeraht pemilihan
juga merupakan faktor  yang
menentukan.-seorang caleg dipilih
atau tidak oleh rakyatnya. Ada
strategi yang dilakukan oleh dlit
partai politik Kkhususnya |aki-laki
menempatkan caleg perempuan di
daerah pemilihan yang bukan daerah
tempat tingganya. Dimana caleg
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perempuan tersebut tidak memiliki
basis massa di daerah tersebut.
Strategi penempatan caleg
perempuan  bukan di  daerah
dimaksudkan

sebagal strategi untuk mengurangi

pemilihan  sendiri

persaingan antara caleg laki-laki

dengan caleg perempuan.

c.Pendidikan Politik
Masihrendahnya .. pendidikan
politik bagi perempuan khususnya,
membuat merekar kalah bersaing
dengan caleg-laki-laki yang sudah
mempunyai kemampuan dan paham
akan politik. Apabila pendidikan
politik .itu diberikan kepada kader-
kadernya sebagian besar kader-kader
itu adalah laki-laki sehingga mereka
yang banyak medapatkan
pengetahuan akan politik. Sedangkan
bagi caleg yang dijemput hanya
untuk  meémenuhi  kuota _ tidak
mendapatkan " pendidikan  politik
seperti yang diperoleh-oleh caeg
laki-laki tersebut. Terkadang mereka
tidak mengetahui visi-misi dari partai

politik yang mengusung mereka.

2). Money Palitic/Politik Uang
Money politictidak  hanya

berbentuk uang, namun juga dapat
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berbentuk barang, seperti sumbangan
sarana prasarana tempat ibadah,
sarana transportas  jalan  dan
jembatan, sumbangan baju pengajian
untuk ibu-ibu sampai masing-masing
individu mendapatkan uang dengan
syarat memberikan suaranya bagi
caleg._ yang
tersebut dalam pemilu legidatif.

memberikan  uang

Bagi caeg laki=laki yang pada
umumnya mempunyai modal
finansial yang banyak dibandingkan
caleg perempuanmereka akan dengan
mudah melakukan hal, tersebut,
mereka tidak tanggung-tanggung
mengelurkan banyak uang untuk
dapat memenangkan pemilu. Rada
pemilu legidatif tahun 2009 initidak
begitu banyak ditemukan kegiatan
money politic ini secaral besar-
besaran, namunada beberapa oknum
yang _diketahui
melakukan tindakan imoney politic

oleh" panwaslu

ini.

2. Faktor Struktural

1).Faktor Pribadi dan Psikologi
Untuk memasuki dunia

politikmembutuhkan  kepercayaan

diri dan kesigpan yang matang bagi

oknum yang
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menjalankannya.Sebagai kaum laki-
lakimereka memang berkeinginan
sendiri untuk masuk dalam dunia
politik, serta laki-laki rela berkorban
agar mendapat apa yang mereka
inginkan. Lain halnya dengan
perempuankhususnya di  Kayong
Utara mereka yang menjadi _caleg
perempuan dalam pemlu
legidatiftahun 2009 ini masuk dalam
dunia politik sebagian  besar atas
permintaan parta” politik, suami,
orang tua, bukan atas keinginan
sendiri. Mereka pada dasarnya tidak
mengetahui © sebenarnya apa ' itu
politik, . sehingga apabila mereka
sudah menjadi caeg
menja ankannya hanya setengah hati.

mereka

2).Faktor Sosio-Kultural

Sebagian besar caleg laki-laki
yang mengikuti pemilu legidatif
tahun 2009 ini telah menjadi figur
daam masyarakatkarena mereka
memang  sudah dikenal,. _oleh
masyarakat. Selain caleg laki-laki
sudah banyak yang dikena oleh
masyarakat, mereka memang banyak
melakukan sosialisasi atau kampanye
kepada masyarakat agar mereka
dikena oleh  masyarakat.Sangat
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berbeda dengan caleg
perempuanyang mana sebagian besar
caeg perempuan belum banyak
dikenal oleh masyarakat, karena
mereka baru tamat SMA dan belum
mempunyai figur ketokohan dalam

masyarakat.

Faktor kultura juga mash
menjadi hambatan bagi perempuan
ddam ‘meraih jabatan politik.
Meskipun Mmasyarakat tidak
menyudutkan  pefempuan “secara
langsung bahwa laki=laki itu lebih
superior namum pandangan
masyarakat terhadap perempuan
masih menunjukkan bahwa
perempuan itu tidak mampu dalam
politik. Kesadaran

pemilih juga masih belum adadalam

mengurusi

memilih  perempuan, masyarakat
masih~ belum percaya atau belum
diterima jika perempuan masuk
dalam politikkarena menurut
masyarakat. perempuan itu hanya di

dapur.

3).Faktor Ekonomi

Dari  kelima Informanyaitu
caleg laki-laki yang berhasil duduk
di DPRD yang mengikuti pemilu
legidatif tahun 2009 ini memang
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mempunyai modal ekonomi yang
besar. Selain modal ekonomi yang
besar yang dimiliki caleg laki-laki,
mereka sebaga kepala keluarga
mereka tidak tanggung-tanggung
dadam mengeluarakn uang untuk
melakukan kampanye. Sedangkan
semua caleg perempuan yang dapat
saya wawancaramereka semua
mengakui bahwa: mereka memang
keterbatasan-"dana dalam mengikuti
pemilu, sehingga sangat sulit mereka
untuk mengadakan kampanye

maupun sosialisasi.

3.[FaktorLain-Lain
1). Faktor Undang-Undang/Peraturan
Daam pemilu legidatif 2009
di Kabupaten Kayong Utara partai
politik, yang tidak memenuhi
persyaratan kuota 30 % calon
perempuan dapat mengikuti pemilu,
tidak ada sanksi tegas yang diatur di
ddam UU No 10 tahun 2008
tersebut. Selain UU=Ne..10 Tahun
2008 yang tidak tegas mengenai 30
% keterwakilan perempuan dalam
daftar calon, Peraturan KPU (PKPU)
No 18 Tahun 2008 ini tidak tegas
dalam mengatur syarat pencalonan.

Dimana bagi partai politik yang tidak
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memenuhi kuota 30 % perempuan di
bolehkan mengikuti pemilu asalkan
memberikan aasan tertulis kepada
KPU.

2). Faktor Pemenuhan Kuota
Kesulitan mencari perempuan
untuk dijadikan caleg ini membuat
parta™=politik kesulitan memenuhi
kuota 30 % perempuan. Ditambah
lagi rpartai politik belum dapat
menyiapkan™ * kader-kader  yang
memang berkualitas dan
berkeinginan di dalam mengikuti
pemilu sehingga mereka harus
mengambil perempuan _dari luar
kader partai politik yang mana
sebatas pemenuhan kuota 30 | %.
Banyak caleg perempuan Yyang
mengakui bahwa mereka diminta
partar  politik  tertentu & untuk

mengikuti pemilu, mereka
mengatakan bahwa ia menjadi caleg
perempuan hanya untuk memenuhi
kuota agar -parta politik tersebut
dapat mengikuti pemilu. Faktor
pemenuhan kuota ini  merupakan
faktor dominan yang menyebabkan
tidak ada satu pun caleg perempuan
dapat memenangkan pemilu legidatif

tahun 2009 di Kabupaten Kayong

10
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Utara, karena cadeg perempuan
hanya dijadikan syarat untuk
memenuhi kuota yang disyaratkan
oleh Undang-undang
peraturan KPU.

maupun

3).Faktor Kuaditas Sumber Daya
Perempuan

Dalam organisasi politik™ yaitu
partai politik sebagaian besar yang
memasuki organisasi ini, adalah laki-
lakimereka™ sudah , . berkemampuan
masalah
palitikserta, sebagian besar laki-laki

dalam mengurus

yang masuk daam partai-parta
palitik ini™ berpendidikan S 1, dan
mempunya pengalaman organisasi
yang sangat luas baik pada saat
mereka kuliah maupun ketika mereka
sudah’. terjun dalam partai politik.
Sangat ‘jauh berbeda dengan kaum
perempuan di Kayong Utara mereka
memang tidak banyak yang tertarik
masuk dalam .politik seperti partal
politik. Dalam pemilulegislatif tahun
2009 ini, sebagian besar caeg
perempuan yang terdaftar sebagai
Daftar Calon Tetap (DCT) adalah
lulusan SMA, bahkan ada yang
berpendidikan paket C. Selain
mereka hanya berpendidikan SMA
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mereka kebanyakan baru sgja lulus
dari bangku  SMApengalaman
organisas mereka tidak ada begitu
halnya kemampuan mereka dalam

politik itu tidak ada.

D.Kesmpulan Dan Saran
1. Kesimpulan

Faktor-faktor yang
ketidakterwakilan
perempuan di Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kayong
Utara hasil pemilu legidlatif 2009 ada
tigayaitu:
1). Faktor Politik
aFaktor Kelembagaan, _di mana

menyebabkan

masih  banyak kebijakan yang
dikeluarkan oleh partai politik yang
bias gender. Kebijakan elit partai
politik tentang penempatan nomor
urut dan daerah pemilihan juga
menyebabkan  caleg  perempuan
masih belum dapat memenangkan
pemilu legidlatif 2009.
b.Politik Wang,

informasi  dari

berdasarkan
Ketua Panwalu
Kayong Utara pada pemilu legidatif
2009 ditemukan pelanggaran politik
uang yang dilakukan oleh oknum tim

sukses dari caleg laki-laki.
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2). Faktor Struktural

aFaktor Pribadi, sebagian besar
cdeg perempuan yang mengikuti
pemilu legidatif bukan atas
keinginan sendiri melainkan atas
dasar permintaan parta politik,
suami maupun orang tua, sehingga
mereka hanya setengah _.hati
menjalankannya.

b.Faktor

perempuan belum banyak dikenal

sosio=Kultural, caleg

oleh masyarakat “Sedangkan caleg
laki-laki banyak dikenal masyarakat
karena mereka banyak melakukan
pendekatan © kepada  masyarakat.
Cdeg - perempuan juga belum
mendapat kepercayaan dari
masyarakat jikaterjun dalam politik.
c.Faktor ekonomi, semua caeg
perempuan mengakui bahwa mereka
tidak mempunya moda ekonomi

yang banyak seperti caleg laki-laki.

3). Faktor Lain-Lain

a. Faktor Undang-Undang/Peraturan,
UU No 10 tahun 2008 dan PKPU No
18 tahun 2008 ini belum tegas dalam
mengatur syarat kuota 30 %
perempuan dalam daftar calon.

Hasilnyatidak semua partai politik di

Sri Mudrikah, NIM. E02111010
Program Studi lImu Politik FISIP UNTAN

http://jurmafis.untan.ac.id

Kayong Utara dapat memenuhi kuota
30%iini.

b.Faktor Pemenuhan Kuota, sebagian
besar cadeg perempuan yang
mengikuti pemilu legidatif 2009
hanya dijadikan syarat pemenuhan
kuota agar parta politik dapat
mengikuti pemilu legidatif.

c.Faktor “kualitas sumber daya
perempuan, Yyang mana caeg
perempuan & belum - mempunyai
kualitas yang memeda ™. daam
mengikuti pemilu tersebut, karena
sebagian besar caleg”™ perempuan
hanya berpendidikan SMA bahkan
ada yang paket C. Ditambah lagi
mereka bukan kader partai politik

melainkan berasal dari luar partai.

Dari ketiga faktor tersebut,
faktor pemenuhan kuota dam faktor
kualitas sumber daya perempuan ini
merupakan faktor dominan yang
ketidakterwakilan
perempuan...di= dewan perwakilan
rakyat daerah kabupaten Kayong
Utara hasil pemilu legidlatif 20009.

menyebabkan
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2. Saran

1).Partai politik sebaga alat untuk
memperoleh jabatan legidatif harus
kader-kader

perempuan yang berkualitas agar

bisa  menyiapkan

dapat bersaing dengan caleg laki-
laki sehingga perempuan juga dapat
duduk di DPRD.

2).Sebagai sarana penyelenggara
PemiluK PU

mensosiaisasikantentang = politik

seharusnya. i dapat

maupun  pemill, serta dapat
mensosialisasikan kepada
masyarakat, bahwa  diperlukan

perempuan di DPRD agar sebagal
perempuan mereka dapat
memperjuangkan kebutuhan atau
kepentingan perempuan.

3).Perlu kesadaran dari perempuan
sebagal calegdimana diperlukan
niat dari dalam diri  serta
kepercayaan yang kuat— untuk
mengikuti = pemilu. & Diperlukan
usaha yang keras seperti sosialisasi
kepada masyarakat agar mereka
dikena oleh masyarakat dan
kemudian dapat dipilih oleh
masyarakatagar caleg perempuan

dapat duduk di DPRD.

Sri Mudrikah, NIM. E02111010
Program Studi lImu Politik FISIP UNTAN
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